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A. Pendahuluan

Sistem pengupahan yang adil merupakan
bagian penting dari pengelolaan sumber daya
manusia di setiap perusahaan. Dalam perspektif
ekonomi Islam, pengupahan harus dilakukan
dengan mempertimbangkan keadilan dan
kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.
Pengupahan yang tidak sesuai dengan prinsip
konflik,

ketidakpuasan, dan bahkan dapat berujung pada

keadilan =~ dapat = menimbulkan
tindakan yang melanggar norma-norma syariah,
seperti penipuan atau eksploitasi pekerja. Ini
menunjukkan betapa pentingnya perusahaan
menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam
mekanisme pengupahan mereka, termasuk di
CV. Tughnina(Nasirin et al., 2021).

Dalam mengkaji mekanisme
pengupahan sopir di CV. Tughnina Mojoagung
Jombang melalui lensa ekonomi Islam, perlu
dipahami beberapa prinsip dasar terkait keadilan
dalam upah serta implementasi transaksi yang
sesuai dengan syariah(Abidin & Ilma Ahmad,
2023b). Dalam konteks perusahaan yang
beroperasi di bawah prinsip syariah, penting
untuk menilai apakah mekanisme pengupahan
yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai
keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Mekanisme pengupahan yang diterapkan
di CV. Tughnina harus bisa menunjukkan bahwa
setiap sopir mendapatkan upah yang sepadan
dengan kontribusinya, berdasarkan jam kerja
dan produktivitas. Hal ini sejalan dengan prinsip
keadilan dalam Islam, di mana hak dan
kewajiban setiap individu harus diakui dan
dihormati. Sebagaimana tercantum dalam Al-
Quran, upah harus diberikan secara adil, dan
tidak diperbolehkan ada praktik yang merugikan
satu pihak.

Salah satu indikator penting dalam

mekanisme pengupahan adalah kesesuaian

dengan UMP (Upah Minimum Provinsi).
Pentingnya pemberian gaji yang sesuai dengan
UMP, serta pemberian tunjangan dan insentif
lain untuk mendorong kinerja karyawan menjadi
hal yang krusial. Mekanisme di CV. Tughnina
harus berupaya memberikan tidak hanya upah
dasar yang sesuai, tetapi juga tunjangan yang
dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para
sopir(Husen & Ahmad, 2023).

Kompensasi yang baik, termasuk gaji,
tunjangan, dan insentif, berpengaruh signifikan
terhadap kinerja dan motivasi sopir. Dalam
konteks ekonomi Islam, kompensasi tidak hanya
dilihat dari sisi materi, tetapi juga dari
pengakuan atas nilai-nilai kerja keras dan
loyalitas(Shiddiq & Wakhid, 2021). Lingkungan
kerja yang mendukung dan kompensasi yang
adil langsung berhubungan dengan kepuasan
kerja dan motivasi karyawan. Oleh karena itu,
CV. Tughnina perlu memastikan bahwa selain
komponen finansial, suasana fisik dan
psikologis tempat kerja juga diperhatikan(Husen
& Ahmad, 2023).

Penerapan etik dalam pengupahan sopir
di CV. Tughnina perlu dikaji dari segi maqasid
syariah, yang mengutamakan kepentingan
umum dan perlindungan terhadap individu.
Pentingnya mekanisme tata kelola syariah yang
transparan dan akuntabel untuk menjaga
kepercayaan dan perlindungan hak para
karyawan perlu ditegaskan. Dengan demikian,
mekanisme pengupahan yang diterapkan harus
menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan yang
sesuai dengan syariah(S. Umam, 2022).

Prinsip tersebut mencakup konsumsi
yang tidak merugikan, tidak ada unsur riba,
gharar, dan maisir dalam pengupahan dan sistem
bonus yang diterapkan. Jika terdapat unsur
pelanggaran  dalam

pengupahan  seperti

pengurangan gaji tanpa sebab atau tidak

dibayarkannya tunjangan, maka hal ini dapat
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menimbulkan masalah yang lebih besar dan
bertentangan dengan prinsip keadilan dalam
Islam.

Dari uraian diatas penulis ingin
mengetahui Bagaimana Mekanisme
Pengupahan Sopir Perusahaan Di Cv.
Tughnina Mojoagung Jombang dalam
Perspektif Ekonomi Islam

Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana mekanisme pengupahan sopir
di CV. Tughnina dan sejauh mana
kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.
Analisis ini sangat penting untuk memastikan
bahwa pengupahan tidak hanya dilakukan
berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga
mengedepankan nilai-nilai moral dan etis yang
diajarkan dalam Islam. Perusahaan dengan
mekanisme tata kelola yang baik dapat
menjalankan remunerasi yang lebih adil dan
berkelanjutan.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengidentifikasi dengan jelas mekanisme
pengupahan sopir di CV. Tughnina serta
menganalisis sejauh mana mekanisme tersebut
sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Disamping itu, tujuan ini juga berkaitan dengan
rekomendasi

memberikan perbaikan  jika

ditemukan  ketidaksesuaian  yang  dapat
berpotensi menimbulkan masalah di kemudian
hari. Dalam kajian ini, sumber-sumber yang
digunakan akan membantu menjelaskan
relevansi dan penerapan prinsip syariah dalam
konteks kompensasi(Ahfadz et al., 2021).
1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengenai konsep
pengupahan dalam ekonomi Islam merangkum
beberapa aspek penting yang seharusnya
menjadi  perhatian dalam setiap praktik
pengupahan, terutama di CV. Tughnina
Mojoagung Jombang. Aspek-aspek tersebut

meliputi  prinsip keadilan (adl), prinsip

kelayakan (kifayah), prinsip keridhaan (taradhi),
serta akad ijarah yang sangat relevan dalam
konteks pelaksanaan pengupahan. Selain itu,
penting untuk meninjau studi-studi terdahulu
dan peraturan perundang-undangan yang
mendasari  pengupahan tenaga kerja di
Indonesia. Dalam penjelasan ini, sumber-
sumber yang ada akan digunakan untuk
memberikan gambaran yang komprehensif
tentang tema ini(Wahid & Syafiul, 2024).
a. Konsep Pengupahan dalam Ekonomi Islam
i. Prinsip Keadilan (Adl)
Prinsip keadilan atau adl dalam ekonomi
Islam menggarisbawahi pentingnya memberikan
kompensasi yang sepadan kepada setiap pekerja
berdasarkan kontribusi dan wusaha yang
dilakukan. Ini berarti bahwa upah yang diterima
oleh seorang pekerja, dalam hal ini sopir, harus
mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja
yang diemban. Sebagaimana dinyatakan oleh
Shabri dan Nafis, keadilan dalam
ketenagakerjaan mencakup pemenuhan hak-hak
pekerja dan upah yang layak berdasarkan
pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab
yang diemban (Shabri & Nafis, 2022). Konsep
ini sejalan dengan Al-Qur'an yang menekankan

bahwa setiap individu berhak atas haknya,

termasuk hak untuk mendapatkan imbalan yang

adil.

ii. Prinsip Kelayakan (Kifayah)

Prinsip  kelayakan (kifayah) juga
merupakan komponen penting dari pengupahan
dalam konteks ekonomi Islam. Ini mencakup
dua aspek: kondisi ekonomi yang memadai bagi
seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya dan layaknya upah yang diberikan
sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dalam
konteks CV(Aini & Abidin, 2022). Tughnina,
perusahaan harus memastikan bahwa upah yang
dibayarkan kepada sopir tidak hanya cukup

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,
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tetapi juga mencerminkan nilai jasa yang
diberikan. Ketidakpuasan atau kebutuhan dasar

tidak terpenuhi dapat menyebabkan

yang
hilangnya produktivitas dan semangat kerja di
kalangan karyawan, yang akhirnya berdampak
negatif pada perusahaan.
Prinsip Keridhaan (Taradhi)
Prinsip keridhaan (taradhi) menekankan
pentingnya kesepakatan yang adil antara
pemberi kerja dan pekerja. Dalam filosofi
ekonomi Islam, kontrak pengupahan harus
berdasarkan persetujuan dari kedua belah
pihak yang terlibat. Syaichoni menyoroti

bahwa elemen keridhaan dalam setiap
transaksi sangat penting, dan dalam hal ini,
bagi seorang sopir yang dipekerjakan di CV.
Tughnina, mereka harus dapat menyetujui
syarat-syarat kerja yang ditetapkan, termasuk
besaran upah dan tanggung jawab pekerjaan
(Syaichoni, 2020). Dengan adanya
kesepakatan ini, diharapkan hubungan bekerja
menjadi lebih harmonis dan meminimalisir
potensi konflik yang dapat merusak suasana
kerja(Dimyati & Nasiruddin, 2022).
b. Akad [jarah dalam Ekonomi Islam
Akad Ijarah adalah salah satu konsep inti dalam
transaksi ekonomi Islam yang relevan dengan
pengupahan. Ini adalah kontrak antara dua
pihak, di mana pihak pertama menyediakan jasa
dan pihak kedua membayar sebagai imbalan atas
jasa tersebut. Petrawangsyah et al. menguraikan
bahwa ijarah merupakan pemindahan hak guna
atau manfaat terhadap barang atau jasa dalam
kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan, tanpa
adanya pemindahan kepemilikan
(Petrawangsyah et al., 2023). Dalam konteks
pengupahan, sopir di CV. Tughnina bisa
dianggap sebagai pihak yang memberikan jasa
transportasi dan, oleh karena itu, berhak
menerima upah sebagai imbalan atas waktu dan

usaha yang mereka habiskan.

Selain itu, menginformasikan mengenai rukun
dan syarat sah ijarah juga penting. Hal ini harus
dipenuhi untuk memastikan keabsahan akad, di
mana kedua belah pihak harus mengetahui
dengan jelas tentang objek ijarah, syarat, dan
imbalan yang disepakati (Magtfirah, 2023).
Sehingga, akan menciptakan kepastian dan
kenyamanan dalam  bertransaksi. Dalam
akuntabilitas perusahaan, penting bagi CV.
Tughnina untuk mendokumentasikan setiap
transaksi pengupahan yang dilakukan agar dapat
diaudit dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan akuntabilitas syariah(Abidin & Ilma
Ahmad, 2023a).

c. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian telah dilakukan terkait
pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam.
Misalnya, penelitian tentang praktik bagi hasil di
sektor  pertanian  menunjukkan  bahwa
pentingnya transparansi dan keadilan dalam
pengaturan imbalan dapat menjadi tolok ukur
suksesnya hubungan kerja (Rusanti et al., 2023).
Selain itu, eksplorasi lebih lanjut tentang ijarah
sebagai cara untuk mengukur hubungan
pengupahan menunjukkan bahwa penerapan
akad yang jelas mampu mengurangi perselisihan
di antara

dan  meningkatkan

pekerja(Aini & Abidin, 2022).

kepuasan

Nisra dan Saharuddin melaporkan bahwa
pengaruh ijarah dan istishna terhadap kinerja
keuangan menunjukkan

juga pentingnya

memahami  mekanisme pembayaran dan
kompensasi untuk meningkatkan kinerja pekerja
(Nisra & Saharuddin, 2023). Kesimpulan ini
menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip
ekonomi Islam dalam pengupahan dapat
memberikan dampak positif terhadap kinerja
karyawan serta perusahaan secara keseluruhan.
d. Peraturan

Perundang-undangan tentang

Pengupahan Tenaga Kerja di Indonesia
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Indonesia memiliki kerangka hukum yang
mendasari praktik pengupahan, yang diatur
dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini
menetapkan ketentuan minimum upah dan
menyediakan dasar hukum untuk memastikan
bahwa setiap pekerja mendapatkan hak-haknya
yang adil. Khususnya mengenai prinsip non-
diskriminasi, Prasetio dan Rindaningsih
menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak
untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan
bebas dari diskriminasi dalam dunia kerja
(Prasetio & Rindaningsih, 2023).

Selain itu, pengaturan yang lebih lanjut
juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 yang mengatur tentang
pengupahan, di mana upah minimal harus
dievaluasi secara reguler sesuai dengan
perkembangan ekonomi dan kebutuhan hidup
pekerja. Hal ini memberikan jaminan bahwa
upah akan selalu mencerminkan kondisi
ekonomi yang berlaku, memastikan bahwa para
pekerja, termasuk sopir di CV. Tughnina,
imbalan

memperoleh layak  dan

yang
sesuai(Dimyati et al., 2022).
2. Metodelogi Penelitian
Metode penelitian untuk menganalisis
CV.

mekanisme pengupahan sopir di

Tughnina Mojoagung Jombang dalam
perspektif ekonomi Islam dirancang dengan
memperhatikan pendekatan kualitatif yang
bersifat deskriptif dan mendalam. Jenis
penelitian ini dipilih agar dimungkinkan
isu-isu

untuk  mengeksplorasi

yang
kompleks terkait pengupahan dan kebijakan
perusahaan, dengan memperhatikan nilai-
nilai syariah yang relevan. Berikut ini
penjelasan lebih detail mengenai setiap
komponen dalam metodologi penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan jenis penelitian studi

kasus(Budi Santoso et al., 2024). Pendekatan

ini  memungkinkan  peneliti  untuk
menyelidiki fenomena sosial dalam konteks
alami dan juga melibatkan peneliti sebagai
instrumen utama dalam pengumpulan dan
analisis data(Maulana & Al Azhar, 2023).
Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono,
penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi
fenomena alami, memberikan wawasan
mendalam tentang isu yang dihadapi dan
memahami lebih baik

(Latifah et al., 2023). Pendekatan studi kasus

konteks secara
dipilih karena memungkinkan analisis yang
mendalam terhadap praktik pengupahan
yang ada di perusahaan tertentu, yaitu CV.
Tughnina, dan memberikan pemahaman
detail terkait mekanisme yang diterapkan.
Data primer akan dikumpulkan melalui
wawancara mendalam dengan berbagai
pihak, termasuk pemilik perusahaan, sopir,
dan pihak terkait lainnya seperti manajer
SDM. Wawancara ini diharapkan mampu
memberikan informasi langsung mengenai
pandangan, pengalaman, dan penilaian
mereka terkait praktik pengupahan di
perusahaan. Menurut Zahra dan Amaliyah,
wawancara mendalam adalah teknik yang
efektif untuk mendapatkan data yang
mendalam dan komprehensif (Zahra &
Amaliyah, 2023). Pendekatan ini juga
mampu menggali persepsi dan sikap yang
muncul dari pengalaman individu terkait
dengan pengupahan yang diterima dan
dampaknya terhadap kesejahteraan mereka
akan diambil dari

Data sekunder

dokumen perusahaan, literatur ekonomi
Islam, dan peraturan terkait. Dokumen
perusahaan yang diperiksa dapat mencakup
kebijakan pengupahan, laporan tahunan,
serta kontrak kerja yang ada. Selain itu,

literatur terkait ekonomi Islam dan peraturan
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yang mengatur pengupahan di Indonesia
termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan
menjadi referensi penting untuk memahami
konteks

yuridis dan syariah dalam

pengupahan. Referensi mengenai
pentingnya pengumpulan data sekunder
dalam penelitian dapat ditemukan dalam
literatur ~ metodologi  yang  relevan
(Sitanggang Gusar et al., 2022).
Teknik pengumpulan data di penelitian
ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam: Teknik ini terdiri dari
pertanyaan terbuka yang memungkinkan
partisipan untuk berbagi pengalaman dan
pandangan mereka secara bebas. Wawancara
ini akan terfokus pada pertanyaan terkait
mekanisme pengupahan, termasuk sistem
pembayaran, transparansi, serta rasa keadilan
dalam transaksi. Observasi selama wawancara
juga dapat dilakukan untuk menggali lebih
dalam reaksi dan

& Hidayati, 2021).

emosi partisipan(Nasirin

2. Observasi:  Peneliti akan  melakukan
observasi terhadap situasi dan kondisi kerja
para sopir di lapangan, untuk mengamati
langsung bagaimana mekanisme
pengupahan diterapkan, serta interaksi
antara manajemen dan karyawan. Observasi
ini penting untuk menangkap realitas situasi
dan menjelaskan dinamika yang tidak selalu
diungkapkan dalam wawancara( ulil albab
syafiu’ul Umam & Nasiruddin, 2021).
3. Studi  Dokumentasi:  Peneliti  akan
mengumpulkan dan menganalisis dokumen-
dokumen yang relevan, termasuk kebijakan
pengupahan, data keuangan perusahaan, dan
catatan lainnya yang dapat memberikan
gambaran lebih jelas mengenai praktik
pengupahan di CV. Tughnina(Wahid &
Syafiul, 2024).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan
deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk
menggambarkan dan menganalisis data dalam
bentuk naratif. Hal ini sejalan dengan prinsip
penelitian kualitatif yang lebih mengedepankan
makna dari data daripada generalisasi statistik.
Menurut Irwanto dan Harirah, analisis deskriptif
dalam konteks penelitian kualitatif dapat
mengungkapkan berbagai kondisi dan situasi
yang menjadi fokus penelitian (Irwanto &
Harirah, 2023).
Analisis komparatif juga digunakan dalam
penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti akan
membandingkan praktik pengupahan di CV.
Tughnina dengan teori-teori yang diambil dari
literatur ekonomi Islam, untuk menentukan
apakah praktik yang ada sudah sesuai dengan
prinsip-prinsip yang dipegang dalam ekonomi
Islam, seperti keadilan (adl), kelayakan
(kifayah), dan keridhaan (taradhi)(Syahni &
Husen, 2022).
4. Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian ini, akan dibahas secara
rinci mengenai mekanisme pengupahan sopir di
CV. Tughnina, termasuk komponen-komponen
upah, sistem perhitungan upah, waktu
pembayaran upah, serta analisis kesesuaian
pengupahan tersebut dengan prinsip-prinsip
ekonomi Islam. Analisis ini akan mencakup
keadilan dalam penentuan upah, kelayakan dari
segi pemenuhan kebutuhan hidup sopir,
keridhaan antara perusahaan dan sopir terkait
upah, kesesuaian dengan akad Ijarah, faktor-
faktor yang  memengaruhi  mekanisme
pengupahan, serta perbandingan dengan sistem
pengupahan yang ideal menurut ekonomi Islam.

1. Deskripsi Mekanisme
Pengupahan Sopir di CV. Tughnina

a. Komponen Upah

Komponen upah yang diterima oleh sopir

di CV. Tughnina terdiri dari beberapa elemen.
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Pertama, upah pokok yang diberikan
berdasarkan kesepakatan di awal kontrak kerja.
Ketentuan mengenai upah pokok ini harus
memperhatikan  Upah  Minimum  Provinsi
(UMP) agar memenuhi standar minimum yang
ditetapkan pemerintah (Rusanti et al., 2023).
Selain itu, sopir juga mendapatkan tunjangan
kinerja ~ yang  berfluktuasi  berdasarkan
produktivitas dan penilaian kinerja. Tunjangan
tersebut dapat berupa insentif untuk perjalanan
jauh dan bonus untuk pekerjaan di luar jam kerja
yang ditetapkan(Nasiruddin et al., 2021). Hal ini
penting untuk mendorong motivasi dan loyalitas
sopir terhadap perusahaan, mengingat bahwa
upah yang lebih tinggi dan berbagai bonus dapat
meningkatkan =~ semangat  kerja = mereka
(Petrawangsyah et al., 2023).

b. Sistem Perhitungan Upah

Sistem perhitungan upah di CV. Tughnina
menerapkan metode per jam untuk sopir yang
menjalankan tugas di dalam kota dan per
perjalanan untuk sopir antara kota. Biaya
transportasi dan biaya operasional seperti bahan
bakar dan pemeliharaan kendaraan juga
diakomodasi dalam perhitungan ini(Ahmad et
al., 2024). Sebagaimana diatur dalam konteks
[jarah dalam ekonomi Islam, imbalan harus
diberikan dengan tepat berdasarkan manfaat dan
jasa yang diberikan, tidak boleh ada unsur
penipuan atau ketidakjelasan dalam perhitungan
(Magfirah, 2023). Hal ini sesuai dengan prinsip
keadilan (adl) yang harus diterapkan dalam
setiap aspek pengupahan, berdasarkan apa yang
dihasilkan dan dicapai (Firdayanti & Oktafia,
2020).

C. Waktu Pembayaran Upah

Waktu pembayaran upah di CV.

Tughnina dilakukan secara bulanan, dengan
batas waktu pembayaran paling lambat pada
akhir Keterlambatan

bulan. pembayaran

dianggap bertentangan dengan nilai keadilan

dalam Islam, di mana keterlambatan dalam
pembayaran dinilai sebagai tindakan dzalim
(Lubis, 2022). Sebagaimana dinyatakan oleh
Hidayat et al., penting bagi perusahaan untuk
memastikan bahwa waktu pembayaran tidak
terlambat agar bisa memenuhi hak pekerja
secara proporsional dan tepat waktu (Hidayat et
al., 2021). Dengan cara ini, perusahaan dapat
menjaga hubungan baik dengan para sopir dan
meningkatkan rasa kepuasan terhadap pekerjaan
mereka(Habibi et al., 2024).

2. Analisis Kesesuaian Mekanisme
Pengupahan dengan Prinsip Ekonomi Islam

a. Keadilan dalam Penentuan Upah

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam
menuntut agar setiap individu diperlakukan
secara setara dan adil. Dalam hal ini, struktur
upah yang diterapkan di CV. Tughnina harus
mencerminkan kemampuan serta tanggung
jawab pekerjaan yang diemban oleh sopir. Upah
yang berbasis pada kinerja dapat meningkatkan
percepat pencapaian target perusahaan, sejalan
dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan
kejujuran dan saling menguntungkan antara
pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi
(Firdayanti & Oktafia, 2020; Rusanti et al.,
2023). Keadilan ini juga mengajak serikat
pekerja untuk terlibat dalam proses negosiasi
penentuan upah, memastikan semua pihak
merasa terwakili dan dihargai(Al Azhar et al.,
2023).

b.

Memenuhi Kebutuhan Hidup Sopir

Kelayakan Upah untuk

Kelayakan upah untuk memenuhi
kebutuhan hidup sopir merupakan hal yang
penting dalam konteks ekonomi Islam. Upah
yang diberikan harus cukup untuk memenuhi
kebutuhan dasar, termasuk makanan, tempat
tinggal, dan pendidikan. Dengan nilai ekonomi
Islam yang mengutamakan kesejahteraan bagi

umat, maka CV. Tughnina perlu meninjau
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berapa di antara sopir mendapatkan upah yang
sesuai dengan aktualisasi kebutuhan hidup
mereka (Hidayat et al., 2021; Petrawangsyah et
al., 2023). Selain itu, perhatian khusus juga
harus diberikan terhadap aspek sosial dan
ekonomi sekitar, seperti inflasi dan kondisi
ekonomi lokal.

c. Keridhaan antara Perusahaan dan
Sopir Terkait Upah

Keridhaan atau taradhi antara perusahaan
dan sopir terkait upah sangat penting dalam
menjalin hubungan kerja yang harmonis. Dalam
hal ini, proses pembicaraan antara perusahaan
dan sopir harus bersifat transparan, di mana
semua syarat dan ketentuan harus disepakati
oleh kedua belah pihak (Hidayat et al., 2021).
Ketika kedua pihak sepakat, keuntungan dan
kerugian akan ditanggung bersama, sejalan
dengan prinsip keridhaan dalam Islam. Ini juga
membantu menciptakan

iklim kepercayaan

antara manajemen dan karyawan,

yang
berdampak terhadap
produktivitas(Abidin & Ilma Ahmad, 2023b).

d.

Mekanisme pengupahan sopir di CV.

positif

Kesesuaian dengan Akad Ijarah

Tughnina dapat dikaitkan dengan akad Ijarah, di
mana sopir menyediakan layanan transportasi
dan pihak perusahaan memberikan imbalan.
Penerapan akad Ijarah diharapkan membawa
transparansi dan keterbukaan, di mana diatur
jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban dari
kedua belah pihak (Magfirah, 2023; Nurjaman et
al., 2022). Semua elemen dari akad ini, seperti
durasi dan

cara pembayaran, pekerjaan,

tanggung jawab harus diperhatikan untuk
meminimalkan konflik dan perselisihan di
kemudian hari.
3. Faktor-faktor yang Memengaruhi
Mekanisme Pengupahan
Beberapa faktor yang memengaruhi

mekanisme pengupahan di CV. Tughnina

meliputi kondisi pasar tenaga kerja, keahlian dan
pengalaman sopir, serta regulasi yang berlaku.
Persaingan di  sektor transportasi dapat
memengaruhi struktur upah yang ditawarkan.
Dewan Pengupahan juga memainkan peran
penting dalam menentukan besaran UMP yang
sesuai dengan ekonomi lokal di wilayah
Jombang. Di sisi lain, kualitas dan persiapan
bagi sopir yang baik akan mengarah pada
peningkatan produktivitas dan justru berdampak
di

(Petrawangsyah et al., 2023).

pada  perbaikan sektor  pengupahan

4. Perbandingan dengan Sistem
Pengupahan yang Ideal menurut Ekonomi Islam

Mengacu pada prinsip ekonomi Islam,
sistem pengupahan yang ideal harus memenuhi
aspek keadilan, kelayakan, dan keridhaan yang
telah dibahas sebelumnya. Sebuah studi ideal
mengenai harus

pengupahan juga

mempertimbangkan  kondisi  sosial  dan
kebutuhan individu. Secara teoritis, sistem yang
ideal juga akan terintegrasi dengan akad Ijarah
yang memberikan perlindungan penuh atas hak
dan kewajiban setiap pihak(Abidin & Ilma
Ahmad, 2023a).

Perbandingan dengan praktik pengupahan
yang ada di CV. Tughnina menunjukkan bahwa
walaupun terdapat kesesuaian dalam banyak
aspek, masih terdapat potensi perbaikan,
terutama dalam transparansi, komunikasi yang
lebih baik antara sopir dan manajemen, serta
penyesuaian upah sesuai dengan kondisi pasar
dan inflasi sehingga tidak tertinggal dari
perkembangan ekonomi (Firdayanti & Oktafia,
2020; Magfirah, 2023). Upaya perbaikan yang
berkelanjutan dapat membantu menciptakan
sistem pengupahan yang lebih ideal dan sejalan
dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

5. Kesimpulan
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Penelitian ini berfokus pada mekanisme
pengupahan sopir di CV. Tughnina Mojoagung
Jombang dari perspektif ekonomi Islam.
Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa
mekanisme pengupahan yang diterapkan oleh
CV. Tughnina terdiri dari beberapa komponen
utama, seperti upah pokok, tunjangan kinerja,
dan sistem perhitungan upah, yang semuanya
dirancang untuk mendorong produktivitas dan
loyalitas dari para sopir. Waktu pembayaran
upah dilakukan setiap bulan, namun perhatian
perlu diberikan terhadap ketepatan waktu dalam
pembayaran untuk menghindari pelanggaran
prinsip keadilan dalam Islam.

Analisis kesesuaian pengupahan sopir di
CV. Tughnina dengan prinsip-prinsip ekonomi
Islam menunjukkan bahwa meskipun terdapat
beberapa elemen yang memenuhi kriteria,
seperti keadilan dalam penentuan upah dan
keridhaan, tetapi masih ada aspek yang perlu
diperbaiki, terutama dalam hal kelayakan upah
untuk memenuhi kebutuhan hidup sopir.
Kesesuaian dengan akad Ijarah juga telah
diperhatikan, meskipun perlunya transparansi

dalam komunikasi antara perusahaan dan

pekerja.

Kesimpulan tentang Kesesuaian
Mekanisme  Pengupahan dengan  Prinsip
Ekonomi Islam

Secara keseluruhan, mekanisme
pengupahan  sopir di  CV. Tughnina

menunjukkan kemajuan dalam memenuhi
beberapa prinsip ekonomi Islam, terutama dalam
hal keadilan (adl) dan keridhaan (taradhi).
Namun, masih terdapat tantangan dalam
memenuhi kelayakan (kifayah) upah yang dapat
menggambarkan situasi ekonomi dan sosial para
sopir. Kesesuaian dengan akad Ijarah yang
diterapkan di perusahaan juga menunjukkan
adanya potensi untuk meningkatkan hubungan

kerja yang lebih saling menguntungkan. Oleh

karena itu, untuk memanfaatkan sepenuhnya

prinsip-prinsip  ekonomi Islam  dalam
pengupahan, perlu dilakukan penyesuaian dan
perbaikan yang berkelanjutan.

Rekomendasi  Perbaikan bagi CV.
Tughnina

Dari temuan dan analisis yang dilakukan,
beberapa rekomendasi perbaikan bagi CV.
Tughnina adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Transparansi:
Perusahaan sebaiknya memberikan pemahaman
yang lebih baik kepada sopir mengenai sistem
pengupahan, termasuk bagaimana perhitungan
bonus dan tunjangan dilakukan. Hal ini dapat
dilakukan melalui pertemuan berkala untuk
diskusi terbuka yang melibatkan semua sopir
dan manajemen.

2.

Menilik

Evaluasi

kembali

Kelayakan  Upah:

struktur ~ upah  dan
menyesuaikan dengan kebutuhan hidup yang
aktual di lingkungan sekitar. CV. Tughnina
perlu menerapkan kajian berkala tentang UMP
dan pembiayaan kebutuhan dasar untuk
memastikan bahwa upah yang diberikan layak
dan memadai.

3. Membangun Sistem Umpan
Balik: Perusahaan dapat mengimplementasikan
sistem umpan balik di mana sopir bisa
menyampaikan keluhan atau saran terkait
mekanisme pengupahan dengan aman dan
nyaman. Ini bukan hanya memperkuat hubungan
kerja tetapi juga membantu perusahaan
memahami kebutuhan dan harapan dari pekerja.

4. Pelatihan dan Pengembangan
SDM: Menyediakan pelatihan dan kesempatan
untuk pengembangan profesional bagi sopir
akan membantu  meningkatkan  kualitas
pelayanan dan kinerja mereka. Selain itu,
memberikan  insentif

perusahaan  bisa

berdasarkan peningkatan kinerja yang terukur.
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5. Penyempurnaan Dokumen
Kontrak Kerja: Memperbarui dan memperjelas
dokumen kontrak kerja sopir dengan penjelasan
yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban
kedua pihak akan membantu mencegah

kebingungan dan misinterpretasi di masa depan.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan
untuk mengeksplorasi lebih lanjut aspek
perilaku dan motivasi sopir dalam menanggapi
pengupahan yang ada. Penelitian berbasis
kuantitatif yang mencakup survei yang lebih
luas terhadap sopir di berbagai perusahaan
transportasi dapat memberikan gambaran yang
lebih  komprehensif mengenai mekanisme
pengupahan di sektor ini. Selain itu, analisis
longitudinal yang menilai dampak jangka
panjang dari perubahan dalam mekanisme
pengupahan terhadap kinerja, kepuasan kerja,
dan retensi pekerja juga dapat menjadi topik
yang menarik untuk dianalisis.
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	Prinsip keadilan atau adl dalam ekonomi Islam menggarisbawahi pentingnya memberikan kompensasi yang sepadan kepada setiap pekerja berdasarkan kontribusi dan usaha yang dilakukan. Ini berarti bahwa upah yang diterima oleh seorang pekerja, dalam hal ini...
	ii. Prinsip Kelayakan (Kifayah)
	Prinsip kelayakan (kifayah) juga merupakan komponen penting dari pengupahan dalam konteks ekonomi Islam. Ini mencakup dua aspek: kondisi ekonomi yang memadai bagi seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan layaknya upah yang diberikan sesua...
	iii. Prinsip Keridhaan (Taradhi)
	Prinsip keridhaan (taradhi) menekankan pentingnya kesepakatan yang adil antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam filosofi ekonomi Islam, kontrak pengupahan harus berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat. Syaichoni menyoroti bahwa el...
	b. Akad Ijarah dalam Ekonomi Islam
	Akad Ijarah adalah salah satu konsep inti dalam transaksi ekonomi Islam yang relevan dengan pengupahan. Ini adalah kontrak antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan jasa dan pihak kedua membayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Petrawangs...
	Selain itu, menginformasikan mengenai rukun dan syarat sah ijarah juga penting. Hal ini harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan akad, di mana kedua belah pihak harus mengetahui dengan jelas tentang objek ijarah, syarat, dan imbalan yang disepakati (...
	c. Penelitian Terdahulu
	Banyak penelitian telah dilakukan terkait pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam. Misalnya, penelitian tentang praktik bagi hasil di sektor pertanian menunjukkan bahwa pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengaturan imbalan dapat menjadi tolo...
	Nisra dan Saharuddin melaporkan bahwa pengaruh ijarah dan istishna terhadap kinerja keuangan juga menunjukkan pentingnya memahami mekanisme pembayaran dan kompensasi untuk meningkatkan kinerja pekerja (Nisra & Saharuddin, 2023). Kesimpulan ini menekan...
	d. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengupahan Tenaga Kerja di Indonesia
	Indonesia memiliki kerangka hukum yang mendasari praktik pengupahan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini menetapkan ketentuan minimum upah dan menyediakan dasar hukum untuk memastikan bahwa seti...
	Selain itu, pengaturan yang lebih lanjut juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengupahan, di mana upah minimal harus dievaluasi secara reguler sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja...
	2. Metodelogi Penelitian
	Metode penelitian untuk menganalisis mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina Mojoagung Jombang dalam perspektif ekonomi Islam dirancang dengan memperhatikan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan mendalam. Jenis penelitian ini dipilih a...
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus(Budi Santoso et al., 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena sosial dalam konteks alami dan juga melibatkan peneliti sebagai instrumen ...
	Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk pemilik perusahaan, sopir, dan pihak terkait lainnya seperti manajer SDM. Wawancara ini diharapkan mampu memberikan informasi langsung mengenai pandangan, pengalam...
	Data sekunder akan diambil dari dokumen perusahaan, literatur ekonomi Islam, dan peraturan terkait. Dokumen perusahaan yang diperiksa dapat mencakup kebijakan pengupahan, laporan tahunan, serta kontrak kerja yang ada. Selain itu, literatur terkait eko...
	Teknik pengumpulan data di penelitian ini meliputi:
	1. Wawancara Mendalam: Teknik ini terdiri dari pertanyaan terbuka yang memungkinkan partisipan untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka secara bebas. Wawancara ini akan terfokus pada pertanyaan terkait mekanisme pengupahan, termasuk sistem pembay...
	2. Observasi: Peneliti akan melakukan observasi terhadap situasi dan kondisi kerja para sopir di lapangan, untuk mengamati langsung bagaimana mekanisme pengupahan diterapkan, serta interaksi antara manajemen dan karyawan. Observasi ini penting untuk m...
	3. Studi Dokumentasi: Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, termasuk kebijakan pengupahan, data keuangan perusahaan, dan catatan lainnya yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai praktik pengupahan di CV. ...
	Teknik Analisis Data
	Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data dalam bentuk naratif. Hal ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang lebih mengedepankan makna dari data daripada gene...
	Analisis komparatif juga digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan praktik pengupahan di CV. Tughnina dengan teori-teori yang diambil dari literatur ekonomi Islam, untuk menentukan apakah praktik yang ada sudah sesuai ...
	4. Hasil dan Pembahasan
	Dalam bagian ini, akan dibahas secara rinci mengenai mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina, termasuk komponen-komponen upah, sistem perhitungan upah, waktu pembayaran upah, serta analisis kesesuaian pengupahan tersebut dengan prinsip-prinsip ekon...
	1. Deskripsi Mekanisme Pengupahan Sopir di CV. Tughnina
	a. Komponen Upah
	Komponen upah yang diterima oleh sopir di CV. Tughnina terdiri dari beberapa elemen. Pertama, upah pokok yang diberikan berdasarkan kesepakatan di awal kontrak kerja. Ketentuan mengenai upah pokok ini harus memperhatikan Upah Minimum Provinsi (UMP) ag...
	b. Sistem Perhitungan Upah
	Sistem perhitungan upah di CV. Tughnina menerapkan metode per jam untuk sopir yang menjalankan tugas di dalam kota dan per perjalanan untuk sopir antara kota. Biaya transportasi dan biaya operasional seperti bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan juga...
	c. Waktu Pembayaran Upah
	Waktu pembayaran upah di CV. Tughnina dilakukan secara bulanan, dengan batas waktu pembayaran paling lambat pada akhir bulan. Keterlambatan pembayaran dianggap bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam, di mana keterlambatan dalam pembayaran dini...
	2. Analisis Kesesuaian Mekanisme Pengupahan dengan Prinsip Ekonomi Islam
	a. Keadilan dalam Penentuan Upah
	Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menuntut agar setiap individu diperlakukan secara setara dan adil. Dalam hal ini, struktur upah yang diterapkan di CV. Tughnina harus mencerminkan kemampuan serta tanggung jawab pekerjaan yang diemban oleh sopir. U...
	b. Kelayakan Upah untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Sopir
	Kelayakan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup sopir merupakan hal yang penting dalam konteks ekonomi Islam. Upah yang diberikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Dengan nilai ekonomi Islam ya...
	c. Keridhaan antara Perusahaan dan Sopir Terkait Upah
	Keridhaan atau taradhi antara perusahaan dan sopir terkait upah sangat penting dalam menjalin hubungan kerja yang harmonis. Dalam hal ini, proses pembicaraan antara perusahaan dan sopir harus bersifat transparan, di mana semua syarat dan ketentuan har...
	d. Kesesuaian dengan Akad Ijarah
	Mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina dapat dikaitkan dengan akad Ijarah, di mana sopir menyediakan layanan transportasi dan pihak perusahaan memberikan imbalan. Penerapan akad Ijarah diharapkan membawa transparansi dan keterbukaan, di mana diatu...
	3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Mekanisme Pengupahan
	Beberapa faktor yang memengaruhi mekanisme pengupahan di CV. Tughnina meliputi kondisi pasar tenaga kerja, keahlian dan pengalaman sopir, serta regulasi yang berlaku. Persaingan di sektor transportasi dapat memengaruhi struktur upah yang ditawarkan. D...
	4. Perbandingan dengan Sistem Pengupahan yang Ideal menurut Ekonomi Islam
	Mengacu pada prinsip ekonomi Islam, sistem pengupahan yang ideal harus memenuhi aspek keadilan, kelayakan, dan keridhaan yang telah dibahas sebelumnya. Sebuah studi ideal mengenai pengupahan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan ind...
	Perbandingan dengan praktik pengupahan yang ada di CV. Tughnina menunjukkan bahwa walaupun terdapat kesesuaian dalam banyak aspek, masih terdapat potensi perbaikan, terutama dalam transparansi, komunikasi yang lebih baik antara sopir dan manajemen, se...
	5. Kesimpulan
	Penelitian ini berfokus pada mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina Mojoagung Jombang dari perspektif ekonomi Islam. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengupahan yang diterapkan oleh CV. Tughnina terdiri dari beberapa komponen uta...
	Analisis kesesuaian pengupahan sopir di CV. Tughnina dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa elemen yang memenuhi kriteria, seperti keadilan dalam penentuan upah dan keridhaan, tetapi masih ada aspek yang perl...
	Kesimpulan tentang Kesesuaian Mekanisme Pengupahan dengan Prinsip Ekonomi Islam
	Secara keseluruhan, mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina menunjukkan kemajuan dalam memenuhi beberapa prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal keadilan (adl) dan keridhaan (taradhi). Namun, masih terdapat tantangan dalam memenuhi kelayakan (kif...
	Rekomendasi Perbaikan bagi CV. Tughnina
	Dari temuan dan analisis yang dilakukan, beberapa rekomendasi perbaikan bagi CV. Tughnina adalah sebagai berikut:
	1. Meningkatkan Transparansi: Perusahaan sebaiknya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada sopir mengenai sistem pengupahan, termasuk bagaimana perhitungan bonus dan tunjangan dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan berkala untuk disk...
	2. Evaluasi Kelayakan Upah: Menilik kembali struktur upah dan menyesuaikan dengan kebutuhan hidup yang aktual di lingkungan sekitar. CV. Tughnina perlu menerapkan kajian berkala tentang UMP dan pembiayaan kebutuhan dasar untuk memastikan bahwa upah ya...
	3. Membangun Sistem Umpan Balik: Perusahaan dapat mengimplementasikan sistem umpan balik di mana sopir bisa menyampaikan keluhan atau saran terkait mekanisme pengupahan dengan aman dan nyaman. Ini bukan hanya memperkuat hubungan kerja tetapi juga memb...
	4. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Menyediakan pelatihan dan kesempatan untuk pengembangan profesional bagi sopir akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja mereka. Selain itu, perusahaan bisa memberikan insentif berdasarkan peningkatan...
	5. Penyempurnaan Dokumen Kontrak Kerja: Memperbarui dan memperjelas dokumen kontrak kerja sopir dengan penjelasan yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban kedua pihak akan membantu mencegah kebingungan dan misinterpretasi di masa depan.
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	Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut aspek perilaku dan motivasi sopir dalam menanggapi pengupahan yang ada. Penelitian berbasis kuantitatif yang mencakup survei yang lebih luas terhadap sopir di berbagai perusaha...
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